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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATllRAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOル10R4TAIIIJN 2004

TENTANG   :

SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABIIPATEN SITUBONDO

DEN(〕 AN RAHMAT TUHAN YANG ⅣlAHA ESA

″
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Menirnbang

Mengingat

BTJPATI SITUBONDO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status
kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Situbondo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan
organisasi clan'l'ata Kcrja Sckrolariat DPRD Kabupaton Situbonilo
ditinjau kr:nrbali ;

bahwa guna lnaksud tcrsebut dalarn huruf a konsideran ini, dan
sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (l) Undang-undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam
rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengatur
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tarnbahan l.embaran Negara ltepublik lndonesia Nomor 9) juncto
Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 l'ahun 1972 tentang Perubahan
Narna dan 'l'ornpat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg72
Nomor 38) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran
Negara Republik Indohesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor '12, Tambahan Lembarari
Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 T'ahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a262);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a2$);
Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-
produk llukum Daerah ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24
'l'ahun 2001 tcntang l,crnbaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Ilakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor 3/C).

Dengan peysetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOⅣ 10R 3
TAIIUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERtIA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SITUBONDO.

PERATURAN  DAERAH   KABUPATEN   SITUBOND0
TENTANC SUSUNAN  ORCANISASI  DAN TATA KERJA
lSEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABIIPATEN SITIIBONDO。
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Dengan mencabut .

Menetapkan
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BABI

KETENTUAN UⅣ ll,Ⅳl

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan Legislatif Daerah ,

3. Bupati adalah Bupati Situbondo;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

5. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo;

6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Pcraturan Dacrah ini dibentuk Sckrctanat DPRD Kabupaten

Situbondo

BAB HI
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( I ) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin
olch rieorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara adrninistratif dibina oleh Sektertaris Daerah ;

(2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada anggota DPRD ;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Fasilitasi rapat anggota DPRD ;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pedalanan dinas anggota
DPRD ;

c. Persiapan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan
perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD ;

d. Pengelolaan tata usaha DPRD, mengelola dan membina
kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD ,

e. Pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan DPRD ;

L Pelaksanaan kehunrasan dan keprotokolan Sekretariat DPRD ;
g l)claksanaan lasilitasi kcpada masyarakat dan lembaga-lembaga

I)smrintah Kabupatcn yang membutuhkan inlbrmasi produk-
produk DPRD dan kegiatan DPRD ;
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h. Pengelolaan urusan ketatausahaan ,

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
j Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

RGANISASI

Pasal 4

( I ) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagran Umum;

c. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan ;

d. Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris DPRD ;

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Ilagian Pertanra

I}AGIAN TI NITJNI

l)asal 5

(l) Bagian Umum sebagainrana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan, perjalanan dinas, protokol, dan kehumasan serta
rnengelola perpustakaan ;

(2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD ;

b. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD;

c. Pengelolaan barang - barang inventaris ;

d. Penyiapan keprotokolan dan perjalanan dinas Pimpinan dan
Anggota DPITD;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor,
rumah dinas Pimpinan dan gedung DPRD ;

f. Penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;

g. Pelayanan hubungan media dan hubungan komunitas ;

h. Pengelolaan perpustakaan DPRD ;

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

j Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris
DPRD.
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Pasal 6

(l) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;

b, Sub Bagian Humas dan Protokol.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian lKedua

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG― UNDANGAN

Pasal 7

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan rapat*rapat dan pendokumentasian produk-produk DPRD ;

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Bagian Persidangan dan Perundang - undangan menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan rapat DPRD;
b. Penyelenggaraan pembuatan Risalah Rapat DPRD ,

c. Penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk DPRD ,

d. Pengumpulan bahan brosur atau buku tentang kegiatan DPRD ;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

g l)elaksanaan lugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 8

( l) llagian l'}crsidangan dan Perundang - undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah ;
b. Sub Bagian Perundang- undangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

BACIAN KEUANGAN

Pasal 9

( I ) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( I ) huruf
d, rnempunyai tugas rnelaksanakan penyusunan rencanafi4trggaran
mengurus keuangan serta menyusun laporan keuangan DHRD dan
Sekretariat DPRD ;

⌒
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(2) tJntuk nrclaksanakan tugas-tugas sobagaimana dimaksud pacla ayat
( l), I3agian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. l)enyusunan rencana anggaran DPttD dan Sekretariat DI)RD ;

b. Perlaksanaan administrasi penggajian ,

c. Pelaksanaan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran uang
serta menyusun laporan keuangan DPRD dan sekretariat DpRD ;

d. Pclaksanaan pcmbayaran perjalanan dinas ;
(.:. l)claksanaan kcgiatun kotatausahaan ;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oreh Sekretaris DPRD.

Pasal l0

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pernbukuan ;

b. Sub Bagian Perbendaharaan.
⌒

⌒

(2)Masing¨ masing Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat(l),
dipirrlpin olch Kcpala Sub Bagian yang bcrada di bawah dan
bcrtangglngjawab kcpada Kepala Bagian Kcuangan.

BAB V
TATA KERJA

l)asal ll

(1)SCkrctaHat DPRD dalam mettahnkan tugasnya bc■ angttng jawab
kcpada Pimpinan DPRD dan tcknis administrasi mcnJkud petШ

Juk
dan dibina olch Sekretaris I〕 aerah`】くabupaten・

(2)Dalalll mclaksanakan tugasnya Sckrctaris DPRD,Kepala Bagian,dan
Kcpala Sub Bagian waJib mencrapkan prinsip k00rdinasi, integrasi,

(3)露
:」&lil:ll趣 rlcliliS:ibBagiaォ

iberkeWttiban melakSanakan

「paduan dan pemenfaatan pelaksanaan program,
baik dalanl lingkup Sekretariat maupun lnstansi lain scsual dengan

bidang tugas masing― masing sctclah mcndapatkan petuttuk dari
Sckrctaris DRPD:

(4)Kcpala Bagian dan Kcpala Stib Bagian pada Sckretariat DPRD
maSin3-masing bcnanggung jawab mcmbc」 kan bimbingan dan
pembinaan  kcpada bawahannya  scrta  melaporkan  pelaksanaan
tugasnya mcnurutjettangjabatan masing― masing.

Pasa1 12

(1)SCtiap pimpinan dalam sttuan organisasi mcnglkuti dan mcmatuhi
pctullJuk― petuttuk dall bcrtanggung jawab kcpada atasan masing‐
masing dan mcnyampaikan laporan berkala pada waktunya;
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(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
barvahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada
bawahan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEⅣIBERHENTIAN

DALAⅣIJABATAN

Pasal l3

( I ) Sekretaris DltRD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
persetujuan Pimpinan DPRD ;

(2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(3) Kepala Sub Bagian Sekretariat, diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas usul Sekrelaris DPRD.

Pasal 14

(l) Jabatan struktural dan funsional tidak boleh dirangkap,

(2) Apabila pejabat struklural di lingkungan sekretariat DPRD
berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung
Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk
mewakilinya.

BAB VHI
KETENTllAN PENllTUP

Pasal l5

Uraian lugas masing-masing Kepala Sub
diatur dalam Keputusan Bupati dengan
Peraturan Daerah ini.

Bagian Sekrelariat DPRD akan
berpedoman kepada ketentuan

Pasal l6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupatcrr Situbondo.

I)itetapkan di Situbondo

U30NDO,

DIAAⅣIAN



AERAH KABUPATEN

Utama Muda
P.510051 844

Diundangkan di Situbondo
panda tanggal 3 Pebruari 2004

I,IJMI]AIiAN DATJIIAII KABUPA'|EN SII'TJBONDO 1'AIIUN 2004, SERI D, NOMOR 3

I)iurnurnkan di Situbondo
panda tanggal

BERITA DAERAI'I KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 3

こV｀′2S′■́ごル′34C42θふも■SEFRE7И R“ ?'DPRD

ARIS DAERAH KABUPATEN

ina
1009541
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LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
TANGGAL : 28 JANUAR1 2004
NOMOR  1 4 TAHUN 2004

STRUKttUR ORGANISAS:

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

⌒

SEKRETARIS DPRD

BAGlAN

UMUM

BACIAN
PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG―
tりINDANGAN

BACIAN

KEUANGAN

SI113 13A(1lAN

t,MtりMI)AN
PilRl,LiN(lKAPAN

Sl'B BACIAN

l)じRSil)ANGAN DAN
RISAl′A‖

SUB BACIAN

PEMBUKtJAN

Sl'BI〕ACIAN

HtJMAS DAN
PROTOKOL

SUB BACIAN

PERUNDANG‐
UNDANGAN

SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN

BONDO,

DIAAⅣIAN

1,1「 11′ .111l l.tl「 111,■ OR(1`い .:.15ASIIE.OF2 3A6 Hド hn



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
‐NOMOR 4 TAHUN 2tX14

TENTANG

StlSl'NAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

PENJEI」ASAN UルlUル1

Dcngan tclah ditetapkan nya Peraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Pcrangkat Daerah, maka status kclcmbagaan SckrctaHat Dcwan pcnvakilan

Rakyat Dacrah Kabupatcn SitubondO scbagiinana diatur dalam Pcraturan dacrah Kabupatcn

Situbondo Nomor 3 Tahun 2001 tcntang Susunan Organisasi dan Tata KeJa Sckrcta面
at

Dc、van pcrlⅣ akilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Situbondo, Lcinbaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo ScH C,tangga1 12 pebruari 2001,Nomor3/C,perlu untuk ditittau kembali.

PENJELASAN PASAl_′ DEMIPASAL

⌒

Pasal I Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah
tirnbulnya salah tafsir dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Pengelolaan barang barang
inventaris adalah pengadaan, pemeliharaai,
perawatan, dan penggunaan tidak termasuk
penghapusan.

yang dimaksud dengan media adalah media tulis dan
atar.r elektronik ;
Yang dimaksud dengan Konronitas adalah masyarakat
dan atau Lembaga Pemerintah atau kemasyarakatan.

Pasal 2 sampai dengan
Pasal 5 ayat (l)
Pasal 5 ayat2 hurufc:

Pasal 5 ayat2 hurufg

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR ll


